





1.1 Latar Belakang 
  Pembangunan di Indonesia saat ini telah banyak diwarnai oleh berbagai macam 
fenomena. Salah satu pembangunan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini adalah 
pembangunan daerah tertinggal. Kawasan daerah tertinggal sendiri terbagi atas dua 
kawasan, yaitu Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI). 
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 tercatat ada 122 daerah yang dinyatakan tertinggal 
(kementerian desa, n.d.). Dalam RPJMN tahun 2015, pemerintah menargetkan 75 
kabupaten dapat dientaskan dari ketertinggalan. Persebaran daerah tertinggal sendiri 
lebih banyak terdapat di Kawasan Timur Indonesia (KTI).  
  Salah satu daerah tertinggal yang terdapat di Kawasan Timur Indonesia adalah 
Kabupaten Konawe di Provinsi Sulawesi Tenggara. Adapun permasalahan utama 
dalam ketertinggalan ini adalah pertumbuhan ekonomi rendah, angka pengangguran 
yang tinggi, pendapatan perkapita rendah, angka penduduk miskin yang tinggi, jalan 
yang tidak layak, dan lain sebagainya. Beberapa permasalahan di atas tentu menjadi 
perhatian bagi pemerintah daerah setempat. Karena ini merupakan suatu tantangan 
untuk memajukan daerahnya. Dalam penentasan daerah tertinggal, tentu bukan hanya 
pekerjaan yang dilakukan oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 




masyarakat. Hal tersebut dibutuhkan dalam penyusunan rencana aksi pembangunan 
daerah tertinggal yang juga memerlukan dukungan dari pihak masyarakat dan pelaku 
usaha. Pemerintah daerah tentu harus mempunyai ide atau gagasan untuk menentaskan 
permasalahan ketertinggalan.   
Kabupaten Konawe sendiri di kenal sebagai lumbung beras di Sulawesi 
Tenggara. Yang mana, sebagian produksi beras di Sulawesi Tenggara berasal dari 
Konawe. Namun ternyata hal tersebut belum cukup untuk membangkitkan 
perekonomian masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Kabupaten 
Konawe dalam Rencana Strategis Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi sebagai salah satu daerah tertinggal di Provinsi Sulawesi Tenggara. 
Kendala yang biasanya dihadapi oleh banyak daerah di Indonesia adalah pembangunan 
daerah yang belum merata dikarenakan ketersediaan sumber daya di daerah itu sendiri 
(Syahza & Suarman, 2018).  
Pembangunan daerah tertinggal juga tertuang dalam Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Strategi Nasional Percepatan 
Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Dalam perpres ini dijelaskan 
bahwa pembangunan nasional akan dimulai dari pinggiran. Hal tersebut sesuai dengan 
nawacita pembangunan nasional poin ke tiga yaitu membangun Indonesia dari 
pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa. Pembangunan dari pinggiran sendiri 
lebih menekankan pada pembangunan pusat pertumbuhan untuk menguatkan daerah 
penyangga (Peraturan Presiden Republik Indonesia, 2018).  




jauh dari kriteria pembangunan yang baik. Sejak adanya regulasi mengenai otonomi 
daerah yaitu Undang Undnag Nomor 23 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, 
pemerinta daerah hanya melihat dari sisi lain bahwa mereka bisa leluasa untuk 
membangun potensi dan mengelola sumber daya yang ada di daerah tersebut. 
Pemerintah daerah kurang memperhatikan bahwa Kabupaten Konawe sangat 
membutuhkan pembangunan yang layak agar bisa setara dengan daerah daerah maju 
lainnya di Sulawesi Tenggara.  
Pembangunan ekonomi suatu daerah tidak selalu menjadi hal utama dalam 
penetapan daerah tertinggal, melainkan juga tingkat kualitas pembangunan manusia 
yang digambarkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau dengan istilah lain 
yaitu Human Development Index (HDI) (Anindyntha, Boedirochminarni, Sudarti, & 
Hadi, 2018). Daerah di Indonesia yang memiliki IPM rendah cenderung dikatakan 
sebagai daerah tertinggal. Hal tersebut biasanya akan bersamaan dengan permasalahan 
rendahnya pendidikan dan kesehatan masyarakat juga kondisi ekonomi yang berada 
nyaris pada titik kemiskinan sehingga dapat menggambarkan kualitas sumber daya 
manusia dan pembangunan yang masih bisa dikatakan belum sejahtera.  
Tercatat dalam BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Konawe sejak 
tahun 2010-2018 mengalami kenaikan yang tidak begitu tinggi. Tahun 2010 IPM 
Kabupaten Konawe berjumlah 66,55 dan pada tahun 2018 mencapai 70,72. Jika di lihat 
dari data tersebut, IPM Kabupaten Konawe naik hanya 0,22 setiap tahunnya. Hal ini 
menggambarkan dengan jelas bahwasanya IPM Kabupaten Konawe masih bisa 







Tabel 1. 1: Indeks Pembangunan Manusia Sulawesi Tenggara 
Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018 










5-6 7-12 13-15 16-18 
Buton 65,08 48,43 100,00 100,00 80,52 13,41 12.267.726 
Muna 68,47 28,17 98,96 97,34 82,35 32,35 11.896.088 
Konawe 70,72 35,53 100,00 91,86 67,95 37,99 7.536.690 
Kolaka 72,07 42,77 99,74 96,02 71,46 26,64 4.576.823 
Konawe 
Selatan 
67,51 31,39 99,75 96,33 67,96 33,73 1.258.967 
Bombana 65,04 24,11 100,00 86,41 58,86 21,52 1.182.622 
Wakatobi 68,52 42,88 99,66 98,19 81,58 15,49 10.818.698 
Kolaka 
Utara 
68,44 18,61 99,71 87,09 53,34 23,42 4.907.091 
Buton 
Utara 
67,13 38,46 99,72 95,92 82,74 9,64 3.589.704 
Konawe 
Utara 
68,05 31,77 98,87 92,79 75,28 8,44 - 
Kolaka 
Timur 
65,53 37,29 99,51 94,70 64,82 28,86 - 
Konawe 
Kepulauan 
64,36 58,78 99,58 98,86 75,08 5,97 - 
Muna 
Barat 
64,11 33,52 100,00 87,16 82,07 12,89 - 
Buton 
Tengah 
63,46 26,73 90,35 99,10 95,06 16,73 - 
Buton 
Selatan 
63,47 21,57 100,00 96,72 44,10 12,66 - 
Kendari 82,22 30,73 99,18 93,69 81,08 18,44 9.829.770 




tercatat dalam BPS Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2018, IPM Kabupaten Konawe 
yaitu 70,72, indeks kemiskinan mencapai 37,99 dan investasi daerah tercatat 
7.536.690. Jika dibandingkan dengan beberapa daerah seperti Bau-Bau, Buton, Muna 
dan Wakatobi maka Kabupaten Konawe masih cukup jauh tertinggal. Tercatat dalam 
sejarah, Kabupaten Konawe merupakan nama baru yang sebelumnya adalah 
Kabupaten Kendari. Sementara angka pengangguran Kabupaten Konawe yang tercatat 
dalam BPS Sulawesi Tenggara tahun 2018 sebanyak 13,46% 
Jarak Kabupaten Konawe dengan ibu kota di Sulawesi Tenggara, yaitu kendari 
kurang lebih 100 kilometer dengan kondisi jalan yang tidak layak. Ketika hujan, 
jalanan akan dipenuhi oleh lumpur yang tidak jarang ada beberapa mobil atau truk yang 
akan mogok tidak bisa jalan karena kondisi jalan yang penuh lumpur. Lalu ketika 
musim kemarau, jalanan akan dipenuhi debu dari kendaraan-kendaraan proyek di 
sekitar daerah tersebut. Sarana transportasi di Kabupaten Konawe juga masih sangat 
minim. Jika dari Kendari menuju Konawe, pengunjung harus menggunakan mobil 
pribadi atau menggunakan angkutan kota yang mana, kondisi jalan yang gelap dan 
belum sepenuhnya mulus beraspal. Tidak jarang, banyak kasus-kasus kekerasan 
seksual terjadi pada perempuan yang dilakukan oleh beberapa oknum pengemudi 
angkutan umum.  
Kabupaten Konawe sendiri berbatasan dengan sebelah utara kabupaten 
Konawe Utara, sebelah timur berbatasan dengan Laut Banda dan Laut Maluku Selatan, 
sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Konawe Selatan, dan sebelah barat 




kecamatan, yang di antaranya 10 kecamatan di wilayah pesisir dan laut. Kecamatan 
yang terletak di wilayah laut atau kepulauan, maka akan sangat susah dalam hal 
mobilitas. Karena kepalauan wawonii contohnya, mobilitas di pulau ini sangat rendah 
karena kapal dari pulau wawonii menuju Kabupaten Konawe hanya berangkat tiga kali 
dalam satu minggu. Mobilitas warga dari Kabupaten Konawe menuju pusat kota juga 
tidak begitu tinggi, dikarenakan kondisi jalan yang jauh dari layak. Sering sekali 
mobilitas penduduk terhenti, dikarenakan beberapa jembatan penghubung dengan 
daerah lain ambruk pada musim hujan karena banjir. Keadaan tersebut menjadikan 
mobilitas penduduk juga perekonomian terhambat. Hal inilah yang membuat 
Kabupaten Konawe masih terus tercatat sebagai daerah tertinggal.  
Mata pencaharian penduduk di Kabupaten Konawe yaitu paling banyak di 
sektor pertanian, peternakan, perikanan, industri dan perdagangan setelah itu sisanya 
adalah PNS. Beberapa pulau yang terletak di Kabupaten Konawe mempunyai potensi 
yang sangat menonjol, sehingga sangat memungkinkan untuk mengembangkan usaha 
perikanan laut dan pengembangan usaha bahari. 
Beberapa kepulauan yang ada di Kabupaten Konawe, mobilitas penduduknya 
hanya menggunakan kapal laut. Hal ini menjadikan beberapa pulau tersebut menjadi 
terisolasi karena kondisi geografis daerah itu sendiri. oleh karena itu, jika pemerintah 
membangun jembatan untuk menghubungkan pulau-pulau tersebut dengan pusat kota, 









1.2  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam 
penelitian ini yaitu: 
1) Bagaimana implementasi percepatan pembangunan daerah tertinggal di 
Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara? 
2) Apa yang menjadi faktor penghambat implementasi program 
percepatan pembangunan daerah tertinggal? 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui implementasi program percepatan pembangunan 
daerah tertinggal di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara 
2. Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi program 
percepatan pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten Konawe 
Provinsi Sulawesi Tenggara 
1.4 Manfaat Penelitian 




1) Memberikan kontribusi terutama dalam pembangunan daerah dan 
nasional yang dapat ditinjau dari sistem perencanaan dan pembangunan 
daerah. 
2) Memberikan kontribusi dalam bidang perencanaan dan pembangunan 
daerah terkait bagaimana cara membangun dan menentaskan daerah 
dari ketertinggalan dalam perspektif penelitian deskriptif kualitatif. 
b. Secara Praktis 
Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat dijadikan 
rekomendasi atau sebagai saran bagi kinerja pemerintah Kabupaten Konawe 
Provinsi Sulawesi Tenggara. 
1.5 Definisi Konseptual 
a. Implementasi Kebijakan 
Implementasi merupakan suatu kata untuk mendefinisikan penerapan 
suatu kebijakan yang telah di buat untuk dilaksanakan. Implementasi 
bisa juga diartikan sebagai penyediaan sarana dalam melaksanakan 
sesuatu yang dapat menimbulkan suatu dampak atau akibat terhadap 
sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menghasilkan produk-produk 
seperti undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan 
kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam 
kehidupan kenegaraan. Implementasi kebijakan dilaksanakan dalam 




Wismayanti, n.d.). Menurut Riant Nugroho dalam (Garis, 2017) ada dua 
pilihan untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang telah di 
buat yaitu dengan cara langsung mengimplementasikan dalam bentuk 
program atau bisa juga melalui formulasi kebijakan.  
b. Program 
Program adalah suatu cara yang dapat dikatakan sah dalam mencapai 
tujuan. Dari definisi di atas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa 
program merupakan langkah dari pendefinisian untuk mencapai tujuan. 
Dalam hal ini, program pemerintah dapat diartikan sebagai usaha untuk 
mewujudkan setiap kebijakan yang telah ditentukan (Cakrawijaya, 
2013). Program-program pembangunan sendiri berasal dari Rencana 
Strategis Kementerian/Lembaga atau Rencana Kerja Pemerintah.  
c. Percepatan pembangunan 
Percepatan pembangunan biasanya selalu diadakan di negara-negara 
berkembang, khususnya di Indonesia dan difokuskan pada 
pembangunan daerah, ekonomi dan pembangunan manusia. Percepatan 
pembangunan dapat dikatakan sebagai suatu proses kerjasama antara 
pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mengelola sumber daya 
untuk meciptakan gagasan dan merangsang pertumbuhan ekonomi 
khusnya daerah (Ihsan & Si, 2015). Faktor utama yang paling 
berpengaruh dalam percepatan suatu pembangunan daerah yaitu 
pertumbuhan ekonomi.   




Daerah tertinggal merupakan daerah yang masih terbelakang dari segi 
ekonomi juga infrastruktur jika dibandingkan dengan daerah-daerah 
lainnya. Daerah tertinggal biasanya terletak pada bagian perbatasan. 
Daerah tertinggal atau bisa di sebut juga sebagai daerah yang terisolasi 
perlu untuk mendapat perhatian yang serius dari pemerintah untuk 
memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat agar setara 
dengan daerah-daerah lainnya di NKRI. Usaha percepatan 
pembangunan daerah tertinggal tunduk pada Pasal 18B ayat 2 UUD 
1945, yakni “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 
masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih 
hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” 
(Astuti, 2017). 
1.6 Definsi Operasional 
1.6.1 Implementasi Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal di 
Kabupaten Konawe 
Adapun beberapa program percepatan pembangunan di Kabupaten 
Konawe adalah sebagai berikut: 
a. Penetapan Skala Prioritas 
b. Pembangunan jalan dan jembatan  
c. Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan  




e. Pengembangan potensi ekonomi lokal  
f. Penanganan rawan bencana  
1.6.2 Faktor Penghambat Program Percepatan Pembangunan Daerah 
Tertinggal di Kabupaten Konawe 
Adapun beberapa hal yang menjadi faktor penghambat pembangunan 
percepatan daerah tertinggal di Kabupaten Konawe adalah: 
a. Menjadi salah satu daerah dengan kondisi jalan yang sangat tidak layak di 
Povinsi Sulawesi Tenggara dan jaringan internet yang belum memadai 
b. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antar unit pemda 
c. Anggaran Pemerintah Kabupaten terbatas  
d. Sarana transportasi yang belum memadai 
1.7 Metode Penelitian 
1.7.1 Jenis Penelitian 
Dalam Penelitian “Implementasi Program Percepatan Pembangunan 
Daerah Tertinggal di Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara” 
menggunakan jenis penelitian deskriptif. Yang artinya, semua data yang 
diperoleh dari penelitian akan disajikan dalam bentuk deskriptif atau berupa 
gambaran tentang keadaan yang terjadi di lapangan (Moleong & Surjaman, 
1991). Jadi, penelitian ini pada akhirnya akan berbentuk serangkaian kata 
tertulis yang mendeskripsikan banyak hal di lapangan yang terjadi.  




ingin melakukan pendekatan secara langsung kepada pihak pihak terkait yang 
menjadi subjek penelitian baik melalui wawancara ataupun observasi secara 
langsung.  
1.7.2 Sumber Data 
Dalam proses penelitian ini, akan menggunakan dua sumber dat, yaitu: 
a. Data primer. Sumber data primer di dapat secara langsung oleh peneliti 
sendiri tanpa adanya perantara. Data primer sendiri diperoleh secara 
langsung melalui wawancara peneliti dengan subjek penelitian, juga 
pengamatan langsung bagaimana keadaan di lapangan. Data dan inormasi 
yang lain juga diperoleh dari pertanyaan tertulis atau lisan dengan 
menggunakan model wawancara (Moleong, 2007). Sumber data primer di 
dapatkan dari hasil pertanyaan tertulis dengan salah satu pegawai BPS 
Privinsi Sulawesi Tenggara melalui aplikasi sosial media.  
b. Sumber sekunder. Sumber data sekunder ini merupakan suatu data yang 
bertujuan untuk memperkuat sumber data primer penulis. Sumber data 
sekunder dapat diperoleh dari dari dokumentasi dan studi kepustakaan yang 
bersumber dari media cetak maupun elektronik dan juga data sekunder yang 
berupa arsip dan berbagai sumber data tambahan yang sesuai (Moleong, 
2007). Jadi, sumber data sekunder ini bertujuan untuk memperkuat data 
primer yang telah di peroleh penulis dari narasumber.  





Observasi merupakan dasar dari semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan 
hanya bisa mengembangkan tulisan atau penelitian berdasarkan data yaitu fakta 
mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Observasi 
merupakan teknik pengamatan dan pencatatan sistematis dari fenomena-
fenomena yang diteliti. Observasi dilakukan untuk memperoleh data atau 
informasi dari sesuatu yang terjadi di lapangan. Dalam hal ini, peneliti akan 
mengamati langsung proses pembangunan daerah tertinggal di Kabupaten 
Konawe.  
 
b. Wawancara  
Wawancara merupakan suatu bentuk percakapan yang dilakukan peneliti 
dengan subjek penelitian atau narasumber yang memiliki maksud dan tujuan 
mengenai penelitian. Dalam wawancara ini tentu dilakukan oleh dua pihak 
antara peneliti dan narasumber. 
c. Dokumentasi  
Dokumentasi adalah potret peristiwa yang telah lalu dan tidak bisa di ulang 
kembali. Dokumentasi dapat berupa tulisan, gambar dan karya-karya 
monumental dari seseorang. 
1.7.4 Subjek Penelitian 
Subjek penelitian ini adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 




instansi terkait yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat dan Kepala Badan Penanggulan Bencana Daerah. 
1.7.5 Lokasi Penelitian 
Penulis melakukan penelitian di kantor Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Konawe yang bertempat di JL. 
Inolobunggadue, No. 1, Unaaha, Asoniwowo, Konawe, Kabupaten Konawe, 
Sulawesi Tenggara 93461, Indonesia. 
1.7.6 Teknik Analisis Data Kualitatif 
Teknik analisa data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen  dalam jurnal 
(Wijaya, 2018) adalah segala bentuk dari jenis penelitian yang telah dilakukan 
dan menghasilkan sebuah data lalu di olah dan di pilah-pilah berdasarkan data 
yang akan dibutuhkan. Ada banyak bentuk dari analisis data kualitatif yang 
berupa dokumen, wawancara langsung ataupun melalui kuisioner. Setiap 
penelitian selalu berangkat dari masalah yang di teliti.  
1. Pengumpulan Data 
  Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan melakukan 
wawancara dengan beberapa pihak yang terlibat dalam masalah yang 
telah di tentukan di atas. 
2. Reduksi Data 
  Setelah penulis melakukan pengumpulan data, seluruh data yang 
telah ditemukan akan di tentukan atau di pilah-pilah data mana saja yang 




3. Display Data 
  Setelah memilah data yang sesuai dengan pembahasan, maka akan 
dilanjutkan dengan penyajian data. Cara ini dilakukan dengan tujuan 
untuk memberikan kemudahan pada penulis untuk mendeskripsikan data 
dengan tujuan untuk mempermudah pembaca. 
4. Penarikan Kesimpulan 
  Tahap yang ke empat merupakan tahap penarikan kesimpulan dari 
semua data yang telah diperoleh sebagai hasil akhir dari penelitian. 
Penarikan kesimpulan merupakan usaha untuk memahami arti dan 
penjelasan yang telah dijelaskan di tahap sebelumnya. 
 
